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Judul : Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Terhadap 

Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg) 

ABSTRAK 

 
Skripsi ini berjudul tentang “Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Hak Asuh 

Anak (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg)”. Perkawinan campuran ialah perkawinan 

antara dua orang yang saling memiliki perbedaan kewarganegaraan. Dalam perkawinan, pertengkaran dapat 

terjadi dan dapat berujung pada perceraian. Perceraian merupakan sebuah kenyataan dalam pernikahan 

antar ras meskipun tujuan dalam menikah ialah menciptakan keluarga yang bahagia dan tentram. Skripsi 

ini membahas masalah bagaimana akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak dan pertimbangan 

hakim dalam hak menentukan atau menjatuhkan hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian perkawinan 

campuran dalam analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk dengan Putusan 

Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

akibat hukum perceraian perkawinan campuran dan pertimbangan hakim dalam hak menjatuhkan hak asuh 

anak. Jenis penelitian dalam skripsi ini memakai pendekatan yuridis-normatif yang merupakan 

permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang 

berlaku berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Hakim 

Tingkat Pertama dengan Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki perbedaan pendapat (Dissenting 

Opinion) mengenai kesepakatan para pihak dalam pengasuhan anak secara bersama-sama. Majelis Hakim 

Tingkat Pertama menyatakan bahwa kesepakatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan kesepakatan tersebut tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara perceraian perkawinan campuran terhadap hak asuh 

anak, Majelis Hakim sebaiknya berpedoman pada fakta hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan 

Undang-Undang agar memberikan rasa keadilan dan kesetaraan bagi para pihak yang bersangkutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkawinan ialah suatu bagian yang penting dalam kehidupan manusia sebab 

melalui perkawinan, keberlangsungan hidup manusia dapat terjadi untuk 

memperoleh keturunan serta melalui manusia juga dapat mencurahkan kasih sayang 

dan cintanya dengan orang yang dikasihi. Perkawinan bukan tentang urusan pribadi, 

tetapi juga menjadi suatu hal yang diatur oleh negara, oleh sebab itu tata cara 

pelaksanannya diatur oleh negara melalui instrumen hukum, seperti halnya Indonesia 

yang termuat dalam hukum perkawinan, yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang menyatakan : 

 

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”1
 

 

Menurut Sajuti Thalib menyatakan perkawinan memiliki perjanjian yang suci 

untuk membentuk rumah tangga antar seorang pria dengan wanita. Unsur perjanjian 

tersebut bertujuan dalam menunjukkan segi ketimpangan dalam perkawinan dan 

menunjukkannya kepada masyarakat sedangkan perbuatan suci juga memilki tujuan 

untuk segi keagamaan dari suatu perkawinan tersebut.2
 

 
 
 

 
1 Martiman Prodjohamidjojo. 2011. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta Selatan : Indonesia Legal 

Center Publishing, hlm. 1. 
2 Muhammad Syaifuddin. 2013. Hukum Perceraian, Cetakan ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2. 
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3 Simatupang Irfan. 2011. Pengaruh Komunikasi Antar Budaya dalam Keluarga Kawin Campur 

Terhadap Pola Mendidik Anak Di Komplek Setia Budi Indah, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2, hlm. 1. 

 

 

 

 

Seiring berkembangnya zaman pada era globalisasi saat ini, pernikahan tidak 

hanya menjadi suatu kebutuhan hidup manusia tetapi juga menjadi ajang untuk 

pamer. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat, hal itu semakin membuat 

bahwa dengan mudahnya berkomunikasi antar umat manusia, tidak hanya dalam 

suatu wilayah tertentu saja, tetapi hingga kepenjuru dunia. Oleh karna itu, banyak 

seseorang yang mencari pasangan melalui media sosial yang dapat mempertemukan 

orang-orang di seluruh dunia dengan harapan mendapatkan pasangan atau jodoh 

orang luar negeri. 

 

Seseorang yang ingin menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) cenderung 

dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Hal tersebut banyak terjadi pada perempuan di 

Indonesia karena perempuan Indonesia mempersepsikan pria asing yang di Indonesia 

memiliki kehidupan yang lebih cukup. Jenis perkawinan antar warga negara Asing 

seperti di Indonesia diartikan sebagai perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan: 

 

“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia.”3 
 

Perkawinan campuran bersifat internasional, karena masing-masing dari calon 

suami dan istri memiliki warga negara yang berbeda . Kewarganegaraan yang 

berbeda tersebut yang menjadi sebab masing-masing pihak menganut adat istiadat 

yang berbeda. Perbedaan adat dalam keluarga yang berbeda sangat memerlukan 



3 

4 Sumiarni Endang. 2004. Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan 

Gender melalui Perjanjian Kawin). Yogyakarta : Wonderdaful Publishing Company, hlm. 52. 

 

 

 

 

toleransi oleh semua pihak. Jika masing-masing pihak tidak berusaha saling 

memahami adat satu sama lain, maka dapat menimbulkan perselisihan dalam 

kehidupan rumah tangga, seperti ketegangan-ketegangan, maupun percekcokan yang 

dapat terus berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi 

kerenggangan.4
 

 

Apabila hubungan suami istri mengalami ketegangan-ketegangan, percecokan 

dan akhirnya terjadi kerenggangan, maka dapat mengakibatkan perceraian. 

Mengenai hal ini, perceraian dalam suatu hubungan perkawinan, terdapat dalam PP 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan dan tata cara perceraian. Akan tetapi, apabila 

yang bercerai merupakan pasangan WNI dengan WNA maka akan menjadi persoalan 

yang berbeda dari biasanya dan penyelesaian perceraiannya juga tidak semudah 

seperti persoalan keperdataan perceraian biasa yang dialami oleh antar Warga Negara 

Indonesia (WNI). Persoalan keperdataan yang timbul karena perkawinan campuran 

maka melibatkan unsur-unsur asing termasuk dalam bidang Hukum Perdata 

Internasional. 

 

Hal tersebut tercantum pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, 

menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, 

antara suami dengan istri yang tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. 

Namun, sekalipun terdapat alasan untuk mengajukan perceraian, pengadilan harus 
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terlebih dahulu berusaha mendamaikan suami istri tersebut. Hal ini telah dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (1) UUP, menyatakan bahwa: 

 

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak. ” 
 

Dalam hukum di Indonesia mengenal dua jenis perceraian seperti cerai gugat dan 

cerai talak (dalam Agama Islam). Cerai talak ialah permohonan yang telah diajukan 

oleh suami kepada Pengadilan Agama untuk dapat mendapat izin untuk menjatuhkan 

cerai talak kepada istrinya, hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: 

 

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan baik 

secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk 

keperluan itu.” 
 

Sedangkan dalam gugat merupakan perceraian yang telah dilakukan oleh pihak 

istri terlebih dahulu yang menghendaki perceraian tersebut. Hal ini terdapat dalam 

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: 

 

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama 

yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri 

meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin”. 
 

Mengenai permasalahan, kewarganegaraan juga memiliki permasalahan pilihan 

hukum yang dimana akan digunakan setelah perkawinan telah berlangsung atau 

dengan berakhirnya perceraian. Akibat hukum dari perkawinan ini memiliki 

konsekuensi yang berkaitan dengan kewarganegaraan pihak yang melangsungkan 

perkawinan campuran tersebut. Dalam hal ini terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2006 



5 
 

 

 

 

tentang Kewarganegaraan.5 Pasal 35b UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, juga menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang telah dilakukan 

oleh Warga Negara Asing di Indonesia, harus berdasarkan dalam Undang- Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu, terdapat juga akibat hukum 

lain yang timbul akibat perceraian dalam perkawinan campuran antara lain: 

 

1. Akibat terhadap Harta Benda bersama setelah perkawinan 

 

2. Akibat terhadap Hak perwalian anak dari hasil perkawinan campuran antar Warga 

Negara 

3. Akibat terhadap kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak.6
 

 

Adapun akibat perceraian terhadap anak dibawah umur dapat menimbulkan 

permasalahan hukum menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan 

bahwa:7
 

 

1) Kedua orang tua memelihara dan mendidik anak semata untuk kepentingan 

anak jika pada kemudian hari terdapat perselisihan mengenai penguasaan 

anak, maka Pengadilan yang akan memberikan keputusannya; 

2) Bapak bertanggung jawab atas segala biaya pengasuhan serta pendidikan 

yang dibutuh oleh anaknya. Apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban 

 

 
 

5 Bakarbessy Leonora. 2012. Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan 

Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. XVII, No. 1, hlm. 2 
6 Surjana Nyoman. 2017. Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran, Jurnal 

Notariil, Vol. 1, No. 2, hlm.5. 
7 Pandiangan Elly L. 2018. Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur, Jurnal 

Hukum, Vol. 4, No. 1, hlm. 2. 
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tersebut, Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga ikut serta 

menanggung biaya pendidikan anak. 

3) Pengadilan dalam putusannya mengharuskan kepada mantan suami untuk 

memberikan biaya hidup dan menetapkan kewajiban yang dipenuhi bagi 

mantan istri. 

 

Sebagaimana dengan kasus yang di analisis pada penelitian ini, perkawinan 

campuran antara Permohon (Warga Negara Amerika Serikat) dan Termohon (Warga 

Negara Indonesia), yang merupakan suami-istri yang sah dan telah terbukti dengan 

adanya Akta berupa Buku Nikah yang telah dikeluarkan oleh instanti terkait, yaitu 

KUA serta telah memiliki dua orang anak yang masih di bawah umur. 

 

Bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri 

tidak berjalan dengan baik karena Pemohon merasa gagal untuk membina rumah 

tangganya dengan bahagia dan harmonis. Terdapat masalah dalam komunikasi antara 

Pemohon dan Termohon yang dilakukan hanya sekadarnya saja ketika dirumah. 

Sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan. 

 

Puncak permasalahannya ketika Termohon meninggalkan kediaman bersama 

dengan membawa kedua anaknya tersebut. Keadaan ini yang menyebabkan Pemohon 

dan Termohon terjadi pisah ranjang dan Termohon semenjak meninggalkan rumah 

tidak pernah kembali sampai permohonan Pemohon menjatuhkan talak. 

 

Dalam hal ini perkawinan Pemohon dan Termohon seharusnya terdapat ikatan 

lahir dan bathin sebagai pasangan suami-istri sesuai dalam Pasal 33 Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami dan istri 

wajib saling menyayangi, hormat menghormati, setia serta memberikan bantuan lahir 

dan bathin satu sama lain. 

 

Dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon membuat Kesepakatan tentang 

pemeliharaan dan pengasuhan terhadap kedua anaknya untuk dilakukan secara 

bersama-sama. Mengenai Kesepakatan tersebut, terdapat 2 (dua) perbedaan pendapat 

(Dissenting Opinion) menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan 

Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk) dengan Majelis Hakim Tingkat Banding 

(Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg) mengenai 

hak asuh anak yang dilakukan bersama-sama. 

 

Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan, dalam hal 

terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 

12 tahun adalah hak ibunya. Karena pada usia tersebut, anak butuh seorang ibu untuk 

mengasuhnya, merawat dan memelihara anak dibawah umur 12 tahun. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk memaparkan atau 

mendeskripsikan perihal permasalahan yang menarik untuk dibahas lebih teliti 

berdasarkan teori-teori yang telah penulis terima dan yang telah dipelajari. Oleh 

karena itu, penulis mengangkat ini sebagai sebuah penelitian dengan judul “Akibat 

Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Hak Asuh Anak 

(Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg)” 



8 
 

 

 

 

B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan 

di bahas dalam skripsi ini ialah: 

 

1. Bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan campuran karena perceraian 

terhadap hak asuh anak dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 

343/Pdt.G/2014/PA.Dpk? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam hak menentukan atau menjatuhkan 

hak asuh anak sebagai akibat dari putusnya perkawinan campuran dalam Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk dengan Putusan 

Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, terdapat tujuan-tujuan yang sinkron dengan permasalahan. 

Setiap penelitian hukum memiliki tujuan baik secara umum maupun secara khusus, 

seperti sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan serta menganalisis akibat hukum dari putusnya 

Perkawinan Campuran karena Perceraian terhadap Hak Asuh Anak dalam 

Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk dengan 

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam hak 

menentukan atau menjatuhkan Hak Asuh Anak sebagai akibat dari Putusnya 

Perkawinan Campuran dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 
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343/2014/Pdt.G/PA.Dpk dengan Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. 

D. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis 

 

a. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna dalam mengetahui 

akibat hukum perkawinan campuran dan memberikan wawasan yang 

berhubungan dengan Hukum Perdata khususnya dalam bidang Hukum 

Perdata Internasional dan Hukum Perkawinan dalam teori perdata dan 

praktiknya. 

b. Apabila timbul suatu masalah dalam menyelesaikan sengketa 

Perceraian Perkawinan Campuran, maka Perkawinan Campuran 

dalam Hukum Perdata Internasional dapat dijadikan landasan untuk 

penyelesaian.. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mengembangkan 

wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah. 

b. Kepada masyarakat dan peminat hukum, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi tentang topik Perceraian dalam 

Perkawinan Campuran terhadap Hak Asuh anak dan memberikan 

sumber terhadap pihak-pihak yang membaca sehingga dapat 

dijadikan suatu acuan di lapangan. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan 

terhadap masalah akibat hukum bagi pihak yang melakukan perceraian dalam 

perkawinan campuran terhadap hak asuh anak serta mengkaji pertimbangan 

hukum hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 

343/Pdt.G/2014/PA.Dpk dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 

227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg dengan tujuan kedepannya agar pihak-pihak yang 

melakukan dapat melakukan upaya hukum yang sesuai. 

F. Kerangka Teori 

 
1. Teori Akibat Hukum 

 

Akibat hukum merupakan dampak yang dapat diberikan oleh hukum 

dalam suatu peristiwa atau perbuatan dari subjek hukum.8 Berdasarkan KBBI, 

akibat pasti memiliki arti hasil suatu peristiwa atau keadaan yang mendahuluinya. 

Menurut Jazim Hamidi, kata akibat hukum mengandung arti yang bermaksud 

dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat atau ekspilisit. 9 Kepustakaan 

ilmu hukum memiliki tiga jenis akibat hukum, sebagai berikut: 

a) Akibat hukum dalam hal lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya dalam 

keadaan hukum tertentu. 

 

 
8 Marwan Mas. 2003. Pengantar Ilmu Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 39. 
9 Jazim Hamidi. 2006. Revolusi Hukum Indonesia : Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum 

Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Yogyakarta : Konstitusi Press & Citra 

Media, hlm. 200. 
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b) Akibat hukum dalam hal lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya dalam 

suatu hubungan hukum tertentu. 

c) Akibat hukum  dalam hal sanksi yang tidak diinginkan dalam subjek 

hukum seperti perbuatan melawan hukum. 

Dalam penelitian ini, akibat hukum yang akan dijelaskan sesuai dengan aspek 

perdata karena objek penelitian yang penulis teliti dalam lingkup hukum perdata. 

Menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo, hukum perdata sendiri memiliki 

norma dan aturan yang memberikan batasan perlindungan kepentingan 

perseorangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban orang perseorangan 

terhadap hubungan kekeluargaan dan mekanismenya dilakukan terhadap para 

pihak.10 Hak-hak keperdataan tersebut meliputi hak-hak pribadi, hak-hak 

keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan dan terakhir hak-hak atas 

barang-barang yang tidak berwujud. 

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim 

 

Salah satu unsur paling fundamental untuk mengatur terwujudnya nilai 

pada putusan hakim yang memuat kepastian hukum dan keadilan (ex aequo et 

bono) ialah pertimbangan hakim. Maka dari itu, pertimbangan hakim harus diteliti 

dengan jelas serta cermat. Jika dalam pertimbangan hakim tidak ada ketelitian 

secara cermat dan menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan, maka putusan 

 

 

 

 
10 Salim HS. 2011. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 5-6. 
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pengadilan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat 

banding atau Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.11
 

Hakim dalam membuat keputusan atas dasar atau sebagaimana ditentukan 

oleh undang-undang. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih rendah 

dari hukuman minimum dan hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih 

tinggi dari hukuman maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk 

mengambil keputusan, hakim dapat menggunakan beberapa teori. 

Berikut beberapa teori atau pendekatan yang telah digunakan oleh hakim 

dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara menurut 

Mackenzie, yakni sebagai berikut:12
 

1) Teori Keseimbangan 

 

Teori ini merupakan hal yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundangan dan kepentingan para pihak yang berkaitan dalam perkara 

tersebut. 

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

 

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ialah keputusan yang 

harus dihormati. Putusan hakim yang dijatuhkan menyesuaikan dengan 

keadaan dan hukuman yang terjadi bagi setiap pelaku tindak pidana atau 

dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak penggugat dan 

 

 

11 Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara pada Pengadilan Agama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

hlm. 140. 
12 Rosihan Rosmita. 2018. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap 

Anak Pelaku Tindak Pidana Mata Uang, Skripsi, Indralaya : Universitas Sriwijaya, hlm. 23. 
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tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim 

akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan 

seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan 

mempergunakan Instink atau intuisi pada pengetahuan dari hakim. 

3) Teori Pendekatan Keilmuan 

 

Titik tolak pada teori ini merupakan pendapat bahwa harus 

dilakukan secara sistematis dan hati-hati khusunya pada putusan-putusan 

terdahulu bertujuan menjamin konsistensi pada putusan hakim tersebut. 

Hal ini untuk menghindari adanya putusan hakim yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4) Teori Pendekatan Pengalaman 

 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 

membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Teori 

Pendekatan Pengalaman ini dapat sangat membantu Hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman-pengalaman 

yang dimiliki hakim pada perkara-perkara yang pernah diselesaikan 

sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani 

perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya. 

5) Teori Ratio Decidendi 

 

Teori ini adalah teori dalam mempertimbangkan pada aspek pokok 

perkara yang bersengkata dengan menjadikan peraturan perundang- 
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undangan yang sesuai dengan pokok perkara sebagai dasar hukum untuk 

menjatuhkan putusan. 

6) Teori Kebijaksanaan 

 

Seluruh masyarakat harus ikut turut serta dan bertanggungjawab 

Pemerintah, dalam membimbing serta melindungi hak anak agar menjadi 

manusia yang dapat berguna bagi kehidupan dimasyarakat. 

3. Kerangka Konseptual 

 

Menurut Undang-Undang, perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 yang 

berbunyi: 

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antar seorang pria dengan 

seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. 

 

Hilman Hadikusuma mendefenisikan perkawinan ialah ikatan antara dua 

pihak yang memenuhi ibadah menurut agama yang membawa akibat hukum 

seperti, timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka memperoleh keturunan.13
 

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan 

campuran menyatakan bahwa: 

“Perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

 

 

 

 

 

 
13 Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : Mandar Maju, hlm. 10. 



15 
 

 

 

 

berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan 

Indonesia.”14
 

Perkawinan seperti perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan 

di luar dari negara Indonesia berkemungkinan menyangkut 2 (dua) sistem hukum 

yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau 

tidaknya perkawinan tersebut serta akibat hukumnya perlu memperhatikan sistem 

hukum masing-masing mempelai. 

G. Metode Penelitian 

 
1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang telah dilakukan 

dengan memakai pendekatan yuridis-normatif. Dalam proses pembuatan 

penelitian hukum yuridis-normatif ini adalah dengan cara permasalahan yang ada 

tersebut diteliti berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku serta 

memperbanyak literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang 

penulis teliti. 15 Pada penelitian ini, yang diteliti dapat berupa bahan-bahan pustaka 

atau data sekunder yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier.16
 

 
 
 
 

 
14 Salim Jayanti Regina. 2018. Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang 

Tinggal Di Indonesia, Skripsi, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm. 16. 
15 Roni Hanitijo Soemitro. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri, Jakarta : Ghalia 

Indonesia, hlm. 11. 
16 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian, Jakarta : UI Press, hlm. 2. 
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2. Pendekatan Penelitian 

 

Tipe penelitian ini dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif 

yang memaparkan dan menjelaskan beberapa pendekatan penelitian, antara lain: 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

 

Pendekatan Undang-Undang bertujuan untuk mempelajari segala 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan isu 

hukum yang sedang diteliti pada permasalahan perceraian dalam 

perkawinan campuran dan memfokuskan pada dampak terhadap hak asuh 

anak akibat dari perceraian perkawinan campuran dalam hal ini Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634), Undang- 

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), 
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Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).17
 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Dalam hal ini, pendekatan kasus dapat dilakukan dengan cara 

melihat kasus-kasus terkait dengan isu yang akan dihadapi, dalam hal ini 

mengenai perceraian dalam perkawinan campuran terhadap hak asuh anak 

dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 

343/Pdt.G/2014/PA.Dpk dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 

Bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian, digolongkan 

kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan 

mengikat, secara umum meliputi: 

a. Bahan hukum primer 

 

Dalam hal ini, menggunakan bahan-bahan yang memiliki kekuatan 

mengikat seperti dalam peraturan perundang-undangan atau mengikat 

kepada para pihak yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas pada 

penelitian.18
 

Adapun bahan hukum primer yang digunakan, ialah: 
 

 

 

17 Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum:Edisi Revisi, Jakarta : Prenada Media, hlm. 

93-94 
18 Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, hlm. 90. 
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3019); 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235); 

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4634), 

5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674), 

6) Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam) 

7) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan 

pembahasan dalam penelitian ini. 
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b. Bahan hukum sekunder 

 

Bahan hukum ini merupakan bahan penjelas dari bahan hukum 

primer. Bahan hukum ini terdiri dari buku buku hukum, jurnal hukum 

yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin serta hasil dari penelitian 

hukum.19
 

c. Bahan hukum tersier 

 

Bahan hukum terseier menjadi penjelas atas bahan hukum primer 

dan tersier seperti rancangan undang-undang dan kamus hukum.20 Bahan 

hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamur Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Agar bahan penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, data yang diambil dilakukan dengan cara studi kepustakaan 

(library research). Studi kepustakaan ialah pengumpulan bahan hukum dengan 

cara menelusuri bahan pustaka, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

karya ilmiah, artikel dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki referensi 

yang sama dengan objek kajian. 

5. Teknik Analisis Penelitian 

 

Bahan hukum yang dihimpun dan diklarifikasikan kemudian di analisis 

secara deskriptif kualitatif, artinya langkah yang dapat digunakan dalam 

 

19 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, hlm. 48. 
20 Ibid, hlm. 62. 
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menganalisis dan menggambarkan suatu data yang diperoleh dan diuraikan dalam 

bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, yang jelas dan rinci sehinggga 

dapat mempermudah pemahaman hasil analisis.21 Kemudian, diinterprestasikan 

dengan logika induktif atau menjawab pokok bahasan yang dibahas dalam 

penelitian skripsi ini. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Data primer dan sekunder diperoleh melalui analisis menggunakan metode 

kualitatif secara deskriptif dijelaskan secara sistematis dengan kata-kata setelah 

itu diambil kesimpulan yang menjelaskan dari permasalahan yang dibahas dalam 

penulisan skripsi. Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan 

cara induktif seperti berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus 

kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum.22
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta, hlm. 13. 
22 Surakhmad Winarno. 1994. Metode dan Tekhnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah 

Dasar Metode Tekhnik, Bandung : Tarsio, hlm. 17. 
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